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ABSTRAKSI

Undang-Undang Dasar adalah hal yang sangat subtantif dalam suatu
negara karena di dalam Undang-Undang tersebut tercantum aturan-aturan dasar
penyelenggaraan negara, agar penyelenggaran negara bisa berjalan dengan baik
dan bisa mencapai apa yang dicita-citakan maka diperlukan suatu Undang-
Undang Dasar yang berkualitas tinggi dan baik, Menurut Amiroeddin Syarif,
Undang-Undang yang baik adalah yang memenuhi syarat-syarat tertentu, syarat-
syarat itu adalah sebagai hasil filsafat, sebagai hasil kesenian, sebagai hasil ilmu
pengerahuan, ekonomis, sebagai alat pengawasan sosial dan sekaligus sebagai alat
pengarah atau penggerak sosial, dan bersifat keterbukaan.

Tentunya baiknya Undang-Undang Dasar berakar dari awal pembentukan
Undang-Undang Dasar itu sendiri, namun karena Undang-Undang Dasar
merupakan buatan manusia maka tetap saja membuka untuk diadakan suatu
perubahan (amandemen). Untuk itu amandemen Undang-Undang Dasar 1945
menjadi hal yang sangat signifikan dan diperlukan untuk menjawab tantangan dan
relevansi zaman. apalagi Kualitas hasil amandemen terkait erat dengan
mekanisme dan proses amandemen itu sendiri jika mekanisme dan proses
amandemen itu berjalan dengan baik, obyektif dan akomodatif terhadap tuntutan
rakyat, maka keseluruhan hasil amandemen tersebut akan dapat dijadikan
landasan konstitusional yang kuat bagi penyelenggaraan negara pemerintahan.

Tujuan negara Islam adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan
menjadi alat melaksanakan syariat, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin
ketertiban urusan dunia dan urusan agama. Negara juga berfungsi sebagai
lambang kesatuan umat Islam demi kelangsungan sejarah umat Islam. Serta
menegakkan keadilan dan amanah dalam masyarakat. Berdasarkan hal di atas
maka dalam merespon perubahan zaman yang kian berkembang, tentunya
perkembangan tersebut juga membawa pengaruh yang besar yang dapat
menimbulkan berbagai persoalan-persoalan dalam hukum (Undang-Undang).
Masyarakat Islam, sebagai suatu bagian yang tidak dapat melepaskan diri dari
persoalan-persoalan baru yang berkembang dalam masyarakat, terutama jika
dikaitkan dengan persoalan yang menyangkut kedudukan hukum (Undang-
Undang ) suatu persoalan.

Al-Quran sebagai akhir rujukan hukum Islam, tidak saja berperan sebagai
Undang-Undang perilaku keagamaan, tetapi lebih khusus lagi, kitab suci itu
merupakan hukum dasar tertinggi konstitusi dalam negara Islam, jika al-Quran
tidak menjelaskan secara eksplisit, maka harus dicari jawabannya dalam Sunnah
Nabi, jika di dalam sunnahpun tidak memberikan penjelasannya, maka
keputusannya mesti dikembalikan pada konsensus seluruh ummat Islam (ima’)
dengan berdasarkan kepentingan orang banyak (masalah murshalah). Islam
sebagai agama solve problem, nilai-nilai dasar dan semangatnya bisa dijadikan
landasan atau rujukan dalam melakukan mekanisme dan proses amandemen
Undang-Undang Dasar 1945.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ilmu ketatanegaraan ada tiga faktor utama yang menjadi sendi
dalam penyelenggaraan suatu negara. Pertama, faktor filsafat negara; kedua,
faktor konstitusi Undang-Undang Dasar; dan, kefiga faktor garis politik.
Faktor filsafat adalah dasar filsafat negara yang disebut juga dasar atau
landasan ideal. Dasar filsafat ini berakar pada pandangan hidup masyarakat
yang mendukung suatu negara, sedangkan konstitusi ialah ketentuan hukum
mengenai struktur negara dan pemerintahannya, termasuk bentuk dan susunan
negara, alat-alat perlengkapannya, tugas alat-alat perlengkaan itu serta
hubungan satu sama lainnya, dan faktor garis politik ialah garis kebijaksanaan
atau pengarahan jalannya pemerintahan negara, sehingga dapat dicapai tujuan
negara.'

Pada umumnya, di negara-negara modern abad ke-20, patokan-
patokan dasar penyelenggaraan negara itu dirumuskan ke dalam konstitusi
atau Undang-Undang Dasar yang bersifat tertulis. Namun sering pula
dianggap bahwa konstitusi hanya memuat hukum dasar yang tertulis.? Dalam
realitas negara-negara modern dewasa ini, ada kalanya konstitusi bukanlah

semata-mata sebuah dokumen hukum. Secara teoritis, konstitusi dapat

M. Solly Lubis, 4sas-asas Hukum Tata Negara (Bandung: Alumni, 1980), him. 15.

>vusril Thza Mahendra, Dinamikia Tata Negara Indonesia: Kompilasi Akiual Masalah
Konstitusi Dewan Perwalkilan Dan Sistem Kepartaian (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), him. 17.



dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu konstitusi politik dan konstitusi sosial.
Konstitusi kategori pertama semata-mata merupakan sebuah dokumen hukum
yang berisikan pasal-pasal yang mengandung norma-norma dasar dalam
penyelenggaraan negara, hubungan antara rakyat dan negara, lembaga-
lembaga negara, dan sebagainya. Adapun konstitusi jenis kedua lebih luas
daripada sekadar dokumen hukum karena rumusan filosofis tentang negara,
rumusan-rumusan sistem sosial dan sistem ekonomi, juga rumusan-rumusan
sistem politik yang ingin dikembangkangkan negara itu.”

Namun dalam bentuk apapun sebuah konstitusi, corak perumusan
norma-norma konstitusi tetap terbuka bagi perubahan. Konstitusi, walaupun
diyakini dirumuskan berdasarkan sumber-sumber yang bersifat transenden,
pada dasarnya merupakan hasil karya manusia yang terbatas oleh ruang dan
waktu. Oleh karena itu, setiap konstitusi yang tergolong kaku terhadap
perubahan, faktor kekuatan politiklah akhimya yang menentukan, mudah atau
tidaknya suatu rumusan norma konstitusi itu diubah*

Indonesia, secara hukum menempatkan Undang-Undang Dasar 1945
sebagai kaidah hukum (Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966). Banyak pakar
negara menilai bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dipandang banyak
mengalami kelemahan. Undang-Undang Dasar yang sama telah melahirkan
tiga jenis demokrasi yang berbeda-beda. Bahkan jika ditelaah lebih mendalam,

perbedaan itu bukan sekedar perbedaan nama tapi sekaligus perbedaan

3IBid, him. 18.

*Ibid., him. 19.



konsep, perbedaan isi, dan perbedaan implementasinya, hal ini antara lain
dapat dilihat dari fakta-fakta yang terjadi selama berlakunya Undang-Undang
Dasar 1945, yang dapat dibagi menjadi tiga priode,yaitu: (1) periode 1945-
1949, (2) periode 1959-1966, dan (3) periode 1966-1998.
Ketidaksempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 inilah telah banyak
mendorong timbulnya diskursus mengenai kebutuhan perubahan terhadap
Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, diskursus ini cenderung
terabaikan selama ini, akibat dari ketiadaan kemauan politik (political will)
dari penguasa untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Padahal para
perumus Undang-Undang Dasar 1945, telah mengakomodasikan
kemungkinan perubahan UUD 1945 melalui Pasal 37 Undang-Undang Dasar
1945. Kemudian pada tahun 1956 sampai tahun 1959 juga telah dilakukan
upaya untuk melakukan perumusan konstitusi RI yang baru dan definitif oleh
Konstituante, yang kemudian dianggap gagal oleh sejarah Indonesia modern.
Pada masa sekarang inipun, seiring dengan semangat reformasi yang tengah
bergulir, banyak diskursus yang telah dilakukan untuk mengupayakan adanya
perbaikan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Diskursus vyang terjadi
bahkan semakin mengerucut ke arah pembentukan Komisi Negara yang
khusus bekerja untuk merumuskan konstitusi yang baru.
Para Perumus Undang-Undang Dasar 1945 pun, sejak awal
menyadari bahwa konstitusi itu bersifat sementara, dan jauh dari sempurna.

Bahkan jika disimak ketentuan dalam Aturan Tambahan Undang-Undang

SKawivan, Membangun Indonesia yang Demokratis dan Berkeadilon: Gagasan,
Pemikiran & Sikap Politik Yusril Ihza Mahendra, (Jakarta: Globalpublike, 2000), him. 165.



Dasar 1945, ternyata Undang-Undang Dasar itu dimaksudkan untuk berlaku
dalam waktu dua kali enam bulan saja, terhitung sejak berakhirnya perang asia
timur raya 15 Agustus 1945.'" Soekamo sebagai ketua Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia, ketika itu membuka sidang Pertama Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), rapat besar tanggal 18 Agustus
1945, menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah "UUD Kilat™.

Pada waktu itu Soekarno mengatakan :

Tuan-tuan semua tentu mengerti, bahwa Undang-undang Dasar vang kita buat
sekarang ini adalah Undang-undang Dasar Sementara. Kalau boleh saya memakal
perkataan: ini adalah Undang-Undang Dasar kilat. Bahwa barangkali boleh dikatakan
pula revolutiegroundwet. Nanti kalau kita telah bernegara dalam suasana yang lebih
tentram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majlis Perwakilan Rakyat vang dapat
membuat UUD vang lebih lengkap dan lebih sempumna.’

Dalam keadaan ekstrim, ketika perkembangan kebutuhan dan tuntutan
kemasyarakatan tidak mungkin terwadahi oleh kaidah-kaidah yang termuat
dalam Undang-Undang Dasar, maka harus ditempuh jalan untuk
menyesuaikan Undang-Undang Dasar dengan tuntutan dan perkembangan
keadaan tersebut. Apabila tidak, maka sendi-sendi Undang-Undang Dasar
akan ditinggalkan Undang-Undang Dasar tidak lebih dari sekedar hukum
formal yang tidak lagi mempunyai daya perekat, pengikat dan pembatas yang

menjadi tujuan pokok Undang-Undang Dasar .° Bagaimanapun, tidak akan

"§abar Sitanggang, Maulana Mauladi dan Agus Salam, Catatan Kritis dan Percikan
Pemikiran Yusril Ihza Mahendra (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2001), him. 119.

1.C.T. Simorangkir, Hukum dan Konstitusi Indonesia (Jakarta: Gunung Agung, 1987),
hlm. 7.

SBagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara (Bandung:
Mandar Maju, 1995}, hlm. 38.



pernah ada reformasi yang sesungguhnya di negara manapun di Dunia i
tanpa reformasi konstitusi.”

Undang-Undang Dasar adalah hal yang sangat subtantif dalam suatu
negara karena di dalam Undang-Undang tersebut tercantum aturan-aturan
dasar penyelenggaraan negara, agar penyelenggaran negara bisa berjalan
dengan baik dan bisa mencapai apa yang dicita-citakan maka diperfukan suatu
Undang-Undang Dasar yang berkualitas tinggi dan baik, Menurut Amiroeddin
Syarif, Undang-Undang yang baik adalah yang memenuhi syarat-syarat
tertentu, syarat-syarat itu adalah sebagai hasil filsafat, sebagai hasil kesenian,
sebagai hasil ilmu pengerahuan, ekonomis, sebagai alat pengawasan sosial
dan sekaligus sebagai alat pengarah atau penggerak sosial, dan bersifat
keterbukaan. '

Tentunya baiknya Undang-Undang Dasar berakar dari awal
pembentukan Undang-Undang Dasar itu sendiri, namun karena Undang-
Undang Dasar merupakan buatan manusia maka tetap saja membuka untuk
diadakan suatu perubahan (amandemen). Untuk itu amandemen Undang-
Undang Dasar 1945 menjadi hal yang sangat signifikan dan diperlukan untuk
menjawab tantangan dan relevansi zaman. apalagi Kualitas hasil amandemen
terkait erat dengan proses amandemen itu sendiri jika proses amandemen itu

berjalan dengan baik, obyektif dan akomodatif terhadap tuntutan rakyat, maka

? Sabar Sitanggang, Maulana Mauladi dan Agus Salam, Catatan Kritis...., hlm. 119.

2 Amiroeddin Svarif, PerUndang-Undangan, Dasar, Jenis. dan Teknik Membuatnya,
(Jakarta: PT. Aksara, 1987), him. 24.



keseluruhan hasil amandemen tersebut akan dapat dijadikan landasan
konstitusional yang kuat bagi penyelenggaraan negara pemerintahan.

Dalam Kketatanegaraan Islam, al-Qur'an dijadikan sebagai sumber
konstitusi yang merupakan patokan dasar dalam penyelenggaraan negara,
karena al-Qur’an adalah Wahyu Ilahi. Dalam masalah-masalah tertentu
al-Qur’an dan Al-Sunnah telah meletakan perintah-perintah yang jelas atau
tersamar untuk mewajibkan aturan bertindak tertentu. Untuk masalah ini,
tidak seorang ahli hukum, hakim, badan legisiatif, bahkan umat secara
keseluruhan yang diperbolehkan mengubah ketentuan-ketentuan syari'ah
tertentu atau aturan yang telah digariskannya.'” Karena prinsip Undang-
Undang Dasar (konstitusi) negara Islam adalah kedaulatan tertinggi atas alam
semesta dan hukum berada di tangan Allah semata.'’

Al-Quran sebagai akhir rujukan hukum Islam, tidak saja berperan
sebagai Undang-Undang perilaku keagamaan, tetapi lebih khusus lagi, kitab
suci itu merupakan hukum dasar tertinggi konstitusi dalam negara Islam, jika
al-Quran tidak menjelaskan secara eksplisit, maka harus dicari jawabannya
dalam Sunnah Nabi, jika di dalam sunnahpun tidak memberikan
penjelasannya, maka keputusannya mesti dikembalikan pada konsensus
seluruh ummat Islam (ijma’).”

Melihat fenomena di atas menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai

amandemen Undang-Undang Dasar 1945, guna membangun Indonesia yang

Cabul A’la Al-Maududi, Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam. cet. 5 (Bandung:
Mizan, 1995 ), him. 94.

Yrpid , him. 352.

BKhalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam, Teloah Kritis Ibnu Taimivah tentang
Pemerintahan Islam, cet. 3 (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 60.



demokratis. Apalagi jika dikaitkan dalam perspektif figh sivasah yang
menjadikan al-Qur’an sebagai sumber dasar konstitusi dalam penyelenggaraan
negara. al-Qur’an dipandang paling sempurna dan juga dijamin berlaku abadi
tanpa mengalami perubahan sehingga jauh dari reinterpretasi (perubahan)
karena al Qur’an merupakan Wahyu Ilahi.

B. Rumusan Masalah

Dalam mengantisipasi kebutuhan dan adaptasi guna merespon
keadaan-keadaan yang berubah, selalu perlu menyediakan beberapa prosedur
atau mekanisme perubahan yang memuaskan secara formal, sehingga
konstitusi itu dapat diubah secara hukum.

Oleh karena itu, agar kajian ini dapat mengungkap seluruh yang
berkaitan dengan permasalahan di atas, maka perlu ditetapkan rumusan
masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme amandemen Undang-Undang Dasar 19457
2. Bagaimanakah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 jika ditinjau dari

perspektif figh siyasah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan gambaran permasalahan di atas, dapatlah
dikemukakan bahwa tujuan kajian ini bertumpu pada pokok masalah di
atas, maka yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
a. Memberi gambaran jelas tentang mekanisme amandemen Undang-

Undang Dasar 1945.



b. Memberi gambaran jelas amandemen Undang-Undang Dasar 1945

vang dilihat dari perspektif figih siyasah.
2. Kegunaan Penelitian

a. Penulisan diharapkan dapat melahirkan pengetahuan baru atau
wacana baru dalam ketatanegaraan kelslaman maupun keindonesiaan.

b. Sebagaimana kegunaan karya sejarah pada umumnya, hasil penulisan
ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran akademis di sekitar
masalah serupa, khususnya mengenai amandemen Undang-Undang
Dasar 1945 dalam perspektif figih siyasah, baik masa sekarang

maupun masa mendatang.

D. Tinjauan Pustaka

Sebagaimana sebuah kajian berusaha mengupas tentang proses
amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kiranya perlu sebuah data
pendukung bagi penelitian dan kajian yang dilakukan dari berbagai kajian dan
penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan kajian ini, ada baiknya
buku-buku yang mempunyai keterkaitan terhadap amandemen dan politik
yang menjadi rujukan penelitian ini dipaparkan.

K.C. Wheare, dalam buku Modern Constitutions,” membahas secara
komprehensif perihal Konstitusi-Konstitusi Modern. Melalui  pendekatan
historis—kritis, dia mengupas tema-tema mendasar dalam kajian konstitust:

pengertian konstitusi, pengklafikasian konstitusi, serta menjelaskan proses

YK C. Wheare, Konstitusi-konstitusi Modern, Terj. Muhammad Hardani (Surabaya:
Pustaka Eureka, 2003).1-207.



perubahan konstitusi baik secara formal, yudisial, kebiasaan dan tradisi. Lebih
jauh Wheare mengemukakan bahwa secara umum nampak proses amandemen
dalam sebagian besar konstitusi modern dimaksudkan untuk melindungi,
otoriter di dalam penafsiran konstitusi, memberikan hak rakyat untuk
bersuara, membela hak minoritas, namun dari kesemua hal itu bertujuan untuk
mengeliminir kekuasaan yang hanya terpusat pada satu atau beberapa gelintir
orang, karena besar kemungkinan terjadi kesewenangan. Ketika konstitusi
disusun dan diadopsi, cenderung mencerminkan keyakinan dan kepentingan
yang menjadi karakteristik masyarakat pada saat itu.

Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh,” di dalam buku ini dibahas
berbagai persoalan dalam upaya penerapan hukum syar 7 pada masa kini yang
berkaitan dengan mndividu maupun masyarakat. Lebih jauh bahasannya
mengenali metode-metode penetapan vang dipakai ulama terdahulu dalam
penetapan hukum dan memahami Undang-Undang secara tepat. Karena
menurut Abu Zahrah setiap penafsiran Undang-Undang pasti memeriukan
metode-metode di dalam penetapan Undang-Undang.

Muhammad Mahfud, di dalam bukunva, Amandemen Konstitusi
Menuju Reformasi Tata Negara,'® beliau menjelaskan betapa pentingnya
amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan kebutuhan
yang signifikan di dalam membangun masyarakat madani bagi bangsa

Indonesia baru yang diharapkan. Dengan dikemukakan alasan-alasan

“Muahmmad Abu Zahrah, Ushul Figih, Terj. Saefullah Ma’shum, cet. Ke 5 (Jakarta:
Pustaka Firdaus, 1999).1-25.

YNfuhammad Mahfud, Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara,
{Yogvakarta: Ull Press, 1999).1-6.
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akademis termasuk alasan politik dari pandangan akademis bahwa
amandemen tersebut menjadi kebutuhan untuk Indonesia baru yang
didambakan. Di dalamnya dikemukakan juga amandemen yang diperlukan
hanyalah amandemen batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Bahasannya
juga secara meluas mencakup masalah supremasi hukum dan reformasi
hukum namun sasaran utamanya adalah pada satu kata kunci, yaitu
amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam bukunya Anhar Gongong, Menengok Sejarah Konstitusi
Indonesia,”’ memaparkan sejarah singkat perjalanan tiga konstitusi di
Indonesia yang dilihat dari segi sejarah dan proses penciptaan konstitusi
tersebut, lebih jauh beliau mengemukakan bahwa ketiga konstitusi tersebut
diciptakan dalam situai yang berbeda tetapi lahir dan usaha untuk
mempertahankan kemerdekaan dalam lima tahun pertama. Diakhir karyanya
tersebut juga memberikan makna betapa pentingnya amandemen konstitusi
agar tidak adanya sakralisasi dan mitologi amandemen Undang-Undang
Dasar.

Sabirin Malian, Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD
1945'® dalam buku ini mengulas betapa Undang-Undang Dasar 1945 tak
mampu lagi menjawab persoalan kekinian ketatanegaraan Indonesia. Dengan
memaparkan beberapa kelemahan yang terdapat pada Undang-Undang Dasar

1945, Atas dasar tersebut Malian mencoba menguak dan berkeyakinan

Y Anhar Gonggong, Menengok Sejarah Konstitusi Indonesia (Yogjekarta: Media
Presindo, 2002).v-xii.

8Sabirin Malian, Gagasan Perlunya Konstitusi baru Pengganti UUD 1945 (Y ogyakarta:
UII Pres, 2001).1-13.



11

dengan solusi menggantikan Undang-Undang Dasar 1945 dengan konstitusi
baru akan mampu menjawab keruwetan ketatanegaraan Indonesia dan dapat
melahirkan format politik yang baru.

Skripsi Nasrullah (FH. UGM:1999), Perubahan Undong-Undang
Dasar 1945, yang lebih memberikan penekanan kepada substansi perubahan
Undang-Undang Dasar 1945, menyangkut perubahan dan penggantian
Undang-Undang Dasar masih termasuk ruang lingkup Hukum Tata Negara
dan hukum Konstitusi.

Sejauh informasi yang telah diperoleh dalam penelitian ini, belum ada
yang membahas secara spesifik tentang amandemen Undang-Undang Dasar
1945 dalam perspektif figh sivasah. Penelitian di sini berusaha mengisi sisi
luang vang ada dan kiranya dapat melengkapi penelitian-penelitian yang telah

ada, dengan penekanan perpektif figh siyasah

. Kerangka Teoritik

Segala yang hidup selalu berubah. Dengan demikian juga masyarakat
manusia, dan demikian juga bagian dari masvarakat yang kita sebut hukum.
Ditinjau dari sudut ilmu pengetahuan, hukum adalah gejala sejarah, sebagai
gejala sejarah bearti  tunduk pada pertumbuhan yang terus-menerus.
Pengertian pertumbuhan memuat dua arti: unsur perubahan dan wumsure
stabiliteint. Apa yang tumbuh adalah stabil, walaupun ia berubah.

Oleh karena hakekat konstitusi adalah sebagai hukum dasar tertinggi

vang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan Negara, sering dikehendaki
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agar konstitusi memiliki karakter yang lebih stabil daripada produk hukum
lainnya. Apalagi jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraaan negara
juga diatur dalam konstitusi sehingga perubahan suatu konstitusi dapat
membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara.
Bisa jadi sesuatu negara yang tadinya demokratis, berubah menjadi otoriter
karena terjadi perubahan dalam konstitusinya.

Pada dasarnya masyarakat memerlukan bentuk-bentuk otoritas
pemerintahan yang memiliki kekuasaaan untuk memelihara hukum dan
ketertiban serta mengatur aktivitas politik, ekonomi dan sosial.
Bagaimanapun, disebabkan perjalanan waktu, disadari bahwa untuk
menghindari bahaya penyalahgunaan kekuasaan dan untuk menjamin
kekusaaan pemerintahan digunakan sebagaimana mestinya untuk tujuan-
tujuan vang sah melalui metode-metode vang ditentukan, maka struktur dan
fungsi pemerintahan harus diatur dengan aturan-aturan yang terdefinisikan
dengan jelas dan diterapkan dengan tegas sebagaimana yang terdapat dalam
suatu kontek negara yang ada yaitu konstitusi negara. 1

Seperti diketahui, Undang-Undang Dasar atau konstitusi adalah buatan
manusia yang tidak terlepas dari suasana ketika hal ditetapkan. Walaupun
konstitusi tersebut direncanakan untuk berlaku jauh ke depan, tetapi karena
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sosial-budaya, dan lain-

lain. Ada kemungkinan beberapa pasal yang tercantum dalam konstitusi tidak

“Abdullahi Ahmed An-Na’im, Dekonstruksi Syari‘ah: Wacana Kebebasan Sipil Hak
Asasi Manusia dan Hubungan Internasional Dalom Islom. Terj. Ahmad Suaedi dan Amiruddin
Arrani {Yogvakarta: LKiS, 1997), him. 134.
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sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat yang menjadi landasan pasal 37
Undang-Undang Dasar 1945 2
Landasan Yuridis atas Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 diatur
dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur bahwa, perfama,
Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam
sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-
kurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
kedua, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan
secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah
beserta alasannya; kefiga, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang
Dasar, Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya
/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; keempat, putusan
untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan
persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari
seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; dan kelima, Khusus
mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan
perubahan.?!
Sabirin Malian menjadikan pergantian undang-undang (konstitusi)
sebagai alternaif terbaik, jika dianggap Undang-Undang Dasar yang ada tidak

lagi mencerminkan mampu menjawab perkembangan konstalasi politik, atau

%311 Soemantri, “Prosedur, Mekanisme, dan Sistem Perubahan Undang-Undang Dasar
1945 (disampaikan dalam Seminar Tentang Amandemen Undang-Undang dasar; 1945) di Badan
Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 9-10 Oktober 2001),
him. 1.

21 A1-Hikmah, UUD 1945 dan Amandemennya, (Surakarta: al-Hikmah Tt.) him.96
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tidak lagi mampu memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat (ous date
because social change)serta tidak dimitoskan.?

Untuk melakukan dekonstruksi suatu konstitusi, menurut Arkoun,
seseorang harus melakukan “ pembacaan ulang “(i adah al-qiraah) terlebih
dahulu terhadap “fakta konstitusi” dan “fakta sosial”. Pembacaan ulang
tersebut  penting dilakukan untuk mengetahui sebab-sebab vyang
melatarbelakangi kelahiran formulasi konstitusi tersebut.”®

Dalam kajian hukum tata negara dikenal adanya dua cara perubahan
Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis. Pertama, perubahan
menurut prosedur yang diatur sendiri oleh Undang-Undang Dasar itu atau
tidak didasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Cara
pertama sering disebut dengan cara konstitusional, sedangkan yang kedua
dengan cara yang sifatnya revolusioner. Kedua perubahan itu sendiri dapat
dilakukan melalui (a) pembaharuan naskah; (b) melalui penggantian naskah
lama dengan naskah yang baru, atau dilakukan (c) melalui naskah tambahan
(annex atau adendum) yang terpisah dari naskah asli Undang-Undang Dasar.**

Meriam Budiarjo mengemukakan ada empat macam prosedur, yang
pada dasarnya sama dengan yang dikemukakan oleh Strong. Pertama, sidang

badan legislatif dengan ditambah beberapa syarat, misalnya dapat ditetapkan

“Sabirin Malian, Gagasan Perlunya Konstitusi baru Pengganti UUD 1945 (Yogvakarta;
Ul Pres, 2001), him. 19.

= Tlyas Supena, M. Fauzi, Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam (Yogyakarta:
Gama Media, 2002), him. 116.

#Jimly Asshiddigie, “Kajian Kritis Terhadap Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua
Undang Undang Dasar 19457 (disampaikan dalam seminar tentang “Amandemen UUD’45”
diselenggarakan oleh BPHN, Jakarta ,9-10 Oktober), him.2.
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kuorum untuk sidang yang membicarakan usul perubahan Undang-Undang
Dasar dan jumlah minimum anggota badan legislatif untuk menerimanya.
Kedua;, Referendum atau plebesit (Belgia, RIS 1949). Keriga, Negara-negara
bagian dalam negara federal (Amerika serikat; 3/4 dari lima puluh negara-
negara bagian harus menyetujui;India). Keempat, Musyawarah Khusus.”

Menurut Wheare suatu konstitusi dapat diubah dan berubah melalui
empat kemungkinan, melalui beberapa kekuatan utama (some primary force),
melalui formal amandemen (amandement formal), melalui penafsiran yudisial
(udicial interpretation), dan kebiasaan dan tradisi (usage and convention).

Al-Quran sebagai akhir rujukan hukum Islam tidak saja berperan
sebagai Undang-Undang perilaku keagamaan, tetapi lebih khusus lagi, kitab
suct itu merupakan hukum dasar hukum tertinggi dan tidak dapat digolongkan
sebagal argumen serius tentang konstitusi negara Islam, andai al-Quran tidak
menjelaskan secara eksplisit, maka harus dicarai jawabannya dalam Sunnah
Nabi, jika di dalam sunnahpun tidak memberikan penjelasannya, maka
keputusannya mesti dikembalikan pada konsensus seluruh ummat Islam
(ijma ’}.26

Ijma’ berarti kesepakatan universal atau konsensus yang bersifat
umum Ibnu Taimiyah mendefinisikan ijma’ sebagai suatu proses yang

mendorong untuk bermusyawarah dalam rangka menuju kesepakatan atau

2SMeriaun Budiardjo, Dasar Dasar Hmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia, 1977), hlm. 105
*Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Isiam...., him. 60.



16

aturan yang bulat. [jma’ hanya dapat diterima bila ia bersifat mutlak dan
mempunyai maslahah bagi masyarakat umum.

Merupakan sunnah Allah, manusia selalu mengalami perubahan dan
perkembangan jaman dalam berbagai bidang, ilmu, budaya, dan lain-lainnya.
Dengan perubahan sosial dalam berbagai aspek tersebut sehingga melahirkan
tuntutan agar perangkat hukum yang menata masyarakat itu haruslah “ikut”
berkembang bersamanya.”’ Untuk menjawab perubahan sosial tersebut,
siyasah Islam dengan melalui konsep mashalah mursalah dalam
mengakselerasi terhadap perkembangan jaman. Mashlahah mursalah ialah
suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara’ dan tidak pula terdapat
dali-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang

jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.

F. Metode Penelitian
Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah dan lebih rasional maka
diperlukan suatu metode yang sesuai dengan objek yang dibicarakan. Karena
metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan suatu untuk mendapatkan hasil
yang memuaskan. Di samping itu, metode juga merupakan cara bertindak
dalam kegiatan penelitian agar dapat terlaksana secara rasional, terarah, dan
mencapal hasil yang maksimal. Adapun metode yang digunakan dalam

penyusunan penulisan ini adalah sebagai berikut:

*"Lahmuddin Nasution, Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafii (Bandung:
Remaja Rosda Karya, 2001}, him. 254,
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Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah
penelitian pustaka (7ibrary reseach), karena data yang digunakan berasal
dari bahan-bahan kepustakaan yaitu dari bahan seperti buku-buku dan
tulisan-tulisan, buletin maupun jurnal.

Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriktif analitis di mana
data-data yang diperoleh disusun dan diperjelas lalu dianalisis untuk
mendapatkan kebenaran yang disebut juga metode analitik.

Penelitian deskriktif dimaksudkan untuk memberikan keterangan
tentang suatu keadaan atau gejala dengan maksud untuk lebih
memperjelas dan mempertegas.

Sumber Data

Adapun sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari sumber
data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer diperoleh dari
karya K.C.Wheare The Modern Constitution dan Ketentuan perundang-
undangan yang berkaitan dengan kajian ini adapun sumber data sekunder
diperoleh dari penulis-penulis lain yang ada hubungan dengan persoalan-
persoalan dalam kajian ini.

Analisa Data
Data vang dihimpun dengan cara seperti diuraikan kemudian di

analisis.Caranya, data diseleksi, diklarifikasi secara sistematis, logis, dan
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yuridis. Targetnya mendapatkan gambaran umum secara deduktif dan

spesifik mengenai obyek penelitian ini.

5. Pendekatan
Sementara itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
yuridis dan normatif, pendekatan yuridis adalah menganalisis hukum-
hukum terutama Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan;
dalam kaitannya dengan cepatnya perubahan sosial politik.
Pendekatan normatif adalah pendekatan yang didasarkan pada
hukum Islam (ushul figh) yang akan dilihat bagaimana mekanisme hukum

/
b}é}am dalam mengantisipasi perubahan zaman.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai pada suatu sistem pembahasan yang spesifik dan
terarah, maka pembahasan ini dibagi menjadi lima bab dan tiap bab dibagi
menjadi beberapa sub bab, demikian juga tiap-tiap sub bab dibagi lagi menjadi
beberapa anak sub bab.

Bab I adalah Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah,
Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Tulisan, Telaah Pustaka, Metode
Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Selanjutnya pembahasan mengenai Gambaran Umum Konstitusi

Republik Indonesia, akan dipaparkan pada Bab II, diupayakan sebagai



19

panduan pembaca untuk memahami Latar belakang Sejarah Undang-Undang
Dasar 1945 serta perubahan-perubahan yang dialami, yang meliputi: Sejarah
Penetapan Undang-Undang Dasar 1945, Dinamika Ketatanegaraan dan
ditutup dengan pembahasan mengenai Amandemen Undang-Undang Dasar
1945.

Untuk menguraikan persoalan Amandemen Dalam Perspektif Figh
Siyasah, dipaparkan pada Bab III, yang meliputi: Undang-Undang Dasar
Islam, Konsep Amandemen dan diakhiri dengan Mekanisme Amandemen.

Adapun pokok pembahasan dalam skripsi ini, yaitu analisis figh
siyasah tethadap amandemen Undang-Undang Dasar 1945, ditempatkan pada
bab IV, yang mencakup: Mekanisme Amandemen Undang-Undang Dasar
1945, dan ditutup dengan pembahasan mengenai Amandemen Undang-
Undang Dasar 1945 dalam Perspektif Figh Siyasah.

Pada akhir pembahasan, kesimpulan dan saran-saran menjadi isi bab V

dan merupakan Bab Penutup.



BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan pada bab-bab terdahulu maka penyusun dapat mengambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertama, dalam mekanisme Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang

2.

tersebut dapat dilihat bahwa sifat Undang-Undang Dasar 1945 adalah rigid
yang tidak memberi kemudahan terhadap perubahan Undang-Undang Dasar
1945, baik dari aspek prosedural maupun perubahan subtansial. Perubahan
bagian-bagian tertentu dari Undang-Undang Dasar yang kepentingannya
sangat mendasar harus dibuat sesulit mungkin sehingga jiwa sebenarnya dari
Undang-Undang Dasar tetap hidup, hal ini tercermin dalam pasal 37 (ayat 1-4)
Pertama, Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat
diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan
oleh sekurang-kurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat. Kedua, Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-
Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian vang
diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Keriga, untuk mengubah pasal-
pasal Undang-Undang Dasar, Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan
Rakyat. Keempat, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang
Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen
ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan
Rakyat..

Kedua, mekanisme amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ternyata ada

semacam sintesa dengan prinsip-prinsip Islam, walaupun dalam
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perumusannya masih jauh dari semangat dasar Islam, dengan melalui
mashlahah mursalah sebagai pertimbangan yéng kemudian mengambil
keputusan melalui mekanisme ijmak, dimana dalam memperoleh suara
untuk mencapai suatu kesepakatan (jumlah kuantitatif) didasarkan kepada
jumlah 2/3 +1 dan juga 50 % + 1, kesepakatan seluruh ulama tidak hanya
terbatas mayoritas di antara mereka. Sepanjang ada pendapat yang berbeda,
maka kemungkinan belum ada kesepakatan, kebulatan suatu merupakan
prasyarat untuk mencapai suatu kesepakatan. Karena perumusan tersebut
harus disandarkan kepada kemaslahatan masyarakat (umat), bukan

kelompok apalagi untuk kepentingan pribédi.

B. Saran-Saran

Setelah menguraikan dan membahas amandemen Undang-Undang Dasar
1945 dalam perspektif figh siyasah, penulis ingin memberikan saran, terutama
kepada para mahasisawa yang ingin membahas lebih lanjut mengenai hal ini
supaya mengkajinya lebih mendalam lagi, baik itu dari sisi proses
penyusunannya, maupun subtansi perubahannya. Penyempurnaan perlu
dilakukan agar amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ke depan bisa
dilakukan secara transparan, melibatkan partisipasi publik yang luas dan
memiliki visi dasar yang mencerminkan konstitusi yang paradigmatik,
sistematis, dan komprehensif.

Dalam skripsi ini, penyusun belum mempunyai pretensi unfuk menyusun
kerangka yang komprehensif tentang mekanisme amandemen. Tapi paling tidak
dapat memberikan kontribusi pemikiran ke arah tersebut. Karena bagaimana
pun, figh siyasah yang juga menjadi bagian dari obyek ilmu, maka pendekatan
ilmiah di dalamnya menjadi suatu keharusan. Jadi, diharapkan dapat

dikonseptualisasikan dalam pemikiran politik Islam.
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